PERATURAN BUPATI KUbus
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN3A DAER
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2007 AH
BUPATI KUDus,

1. Undang-Undang N_omor 13 Tahun 1950
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Té?\ggahn-g pembentulan Deeroh-daerah

A uUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 i ;

2 Negara Republik.Indonesia Tahun 19t§§nth?gr?1;a]g'8( Bgrannlwgggasnar;_gungn fair i
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah den aneLT da g UNedg o
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tagun 19r19: rrl\‘g- or 62
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); I

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paj ibusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1%972,];;[1)::: ;alh ?rz:wgsﬁgguiér:g:a:
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undana-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2030
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); ’

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Neg;(i
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republl

Indonesia Nomor 4548);
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Undang‘undang Nomor 33 Tahup 2004 tentar,

" pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Leng Perimbangan Keuangan Antara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nbaran Negara Republik Indonesia

4438); €9ara Republik Indonesia Nomor

peraturan Pemgrintah Nomor 66 Tahun 2001 te ibusi
egara Republlk.lndOHESia Tahun 2001 Nomor r1t1a9n gT:‘::g::ﬂ paal ot i
republik Indonesia Nomor 4139); ' B Lemonmn egs

peraturan Pgme_rintah Nomor 24 Tahun
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa
Negara Republik Indonesia Tahun 2004

20?34 tent'ang Kedudukan Protokoler dan
N Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005 tentan '

_ Standar Akuntansi
pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahgun 2005 Nomor 49
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); ’

peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambah
Republik Indonesia Nomor 4574); SRRy B2

peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambah
Republik Indonesia Nomor 4575); an Lembaran Negara

peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemer{ntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang /Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
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MEMUTUSKAN:

N BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

RA
. PERATUTCL (UN ANGGARAN 2007.

'ﬂ;uﬂ ' DAERAH TA
Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:
1 pendapatan Daerah :

5, Pendapatan Asli Daerah Rp 52.726.631.000,00

b, Dana Perimbangan Rp. 520.063.680.000,00

¢, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ~ Rp. 95.691.947.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 668.482.258.000,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 297.832.364.000,00
2) Belanja Bunga Rp. 5.839.681.000,00
3) Belanja Subsidi Rp.  1.250.000.000,00
4) Belanja Hibah Rp. 20.934.212.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.302.350.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.912.206.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 10.953.045.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 350.000.000,00

Rp. 349.373.858.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 37.440.110.000,00
‘ 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 149.216.456.000,00
| 3) Belanja Modal Rp. 118.242.571.000,00
Rp. 304.899.137.000,00
Jumlah Belanja Rp. 654.272.995.000,00
’ Surplus / Defisit Rp. 14.209.263.000,00
3. Pembiayaan :
3 Penerimaan Rp 57.905.737.000,00
b Pengeluaran Rp. 72.115.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (14.209.263.000,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. -

G




- -

Pasal 2

penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dala
ngka;an Bupan e m Pasal 1 tercantym dalam Lampiran [
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per?

Pasal 3

BD sebagaimana dimaksud dalam
Pe"jabarang:p:ti ini. Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 11
an
eranr

p
Pasal 4

bagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merypakan bagian yang tidak

se
4 i Peraturan Bupati ini.

Lampirakan dar

terpisah
Pasal 5

| iaksanaan njabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut
pe dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

ﬁlﬂi‘dang-undanga"-

Pasal 6

g caturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.
e
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam

ia
or se0oP h Kabupaten Kudus.

perita Daera

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Maret 2007.

BUPATI KUDUS,

rgkan di Kudus,
sngoal 29 Maret 2007

METARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUFOMO

l

F‘ ! DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 6
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;ia penyesuaian dan Otonomi khusus

| gantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintaﬁh;daerarlrlairnnya
jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH

pelanja Tidak Langsung
Belanja pegawai

) |Belanja bdnga

3 [Belanja subsidi

¢ [Belanja hibah

¢ |B2l2nja bantuan sosial

; 'Selanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa

" Bknja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa

¥lanja Tidak Terduga
Belanja Langsung
%2 pegawai

*4a1ja barang dan jasa
*anja modal
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52.726.631.000,00
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304.899.137.000,00

37.440.110.000,00
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14.209.263.000,00
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PATI KUDU(S,

MUHAMMAD TAMZIL
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